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BPK Temukan
Kelemahan Kinerja
APIP di Inspektorat

PALU- Belum lama ini, Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah, meny-
erahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja
atas efektivitas kegiatan audit dan review Laporan
Keuangan oleh Aparat Pengawas Internal Pemer-
intah (APIP) pada Inspektorat Pemerintah Provin-
si Sulawesi Tengah.

Dalam hasilpemeriksaanyangdilakukan oleh BPK
dengan tujuan tertentu dan laporan hasil pemerik-
saan kinerja tahun 2013 tersebut, beberapa kelema-
han dari APIP Sulteng pun mengemuka. Salah sat-
unya terkait belum memadainya dukungan terha-
dap kegiatan audit dalam hal regulasi dan struktur
organisasi inspektorat.

Terkait hal ini, Inspektur Inspektorat Provinsi Su-
lawesi Tengah Mulyono SEAkMM mengatakan atas
hasil tersebut akan menjadi perhatian bagi jajaran- .
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nya. Dikatakannya, pihaknya
belum murni mengacu pada
Peraturan Pemerintah nomor
41 ataupun Permendagri no-
mor 64.

“Dimana. di dalam menin-
gkatkan profesionalisme ins-
pektorat di daerah dalam hal
ini APIP, di bawah inspektur
pembantu harusnya fungsion-
al, cuma waktu itu kita belum
mempunyai tenaga fungsion-

al auditor maupun fungsional
pejabat pengawas pemerintah
daerah,” jelasnya.

Sehingga katanya, menye-
suaikan kebijakan tersebut
maka diakomodirlah ‘Per-
mendagrinomor64yangmen-
gatur kebijakan tentang tena-
ga auditor. Dalam aturan Per-
mendagritersebut, disebutkar
bagi inspektorat yang belum
memiliki tenaga auditor dapat
diangkat dari pejabat kepala
seksi di bawahnya.

Hal tersebut, kata Mulyono,
masih didukung oleh program

intensif dari BPKP selaku pem-
bina auditor, yakni dilakukan-
nya program in passing terha-
dap auditor dengan berbagai
kemudahan. “Contohnya saja
kalau menjadi auditor itu ha-
rus menjalani diklat dulu, dan
kemudian ikut ujian, sekarang
tidak belajar sendiri langsung
ujian, begitu lulus langsung di
in passing, ini hanya diberikan
di tahun 2013 sampai berakh-
ir Desember, makanya waktu
BPK memeriksa APIP Sulteng
kok tidak punya auditor, se-
benarnya bukan tidak punya,

kita punya tenaga pemeriksa
tetapibelumauditor,” jelasnya.

Dari program tersebut, pi-
haknyatelahmengusulkanseki-
tar 26 orang dari pejabat kepala
seksi yang diikutkan tes, meski
diakui bahwa tidak semuanya
lulusin passingmenjadiauditor.
“Tahun depan kita ikutkan dan
kalau tidak bisa in passing kita
pindahkan ke SKPD lain tetapi
tetap ada jabatan. Karena di in-
spektorat di bawah Irban harus
auditor. Iniharapannya BPKke-
marin. Kitasudahjalanitu,” tan-
dasnya.(nhr)
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




